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BAB 4 

PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

Konsep hal ihwal kegentingan yang memaksa telah ada bahkan sebelum kemerdekaan 

Indonesia yaitu dalam pasal 5 draf rancangan UUD yang disusun oleh Soepomo, Soebardjo 

dan Maramis. Dalam UUD 1945, hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat untuk 

pembentukan perppu terdapat dalam pasal 22 UUD 1945. Walaupun UUD 1945 telah 

mengalami empat kali amandemen, akan tetapi konsep kegentingan yang memaksa tidak 

mengalami perubahan secara substansial dalam UUD 1945.  

Hal ihwal kegentingan yang memaksa merupakan suatu kondisi dimana negara berada 

dalam keadaan darurat. Sementara itu, dalam UUD 1945 Indonesia mengenal dua konsep 

keadaan darurat yaitu kegentingan yang memaksa yang ditegaskan dalam pasal 22 UUD 1945 

dan keadaan bahaya yang ditegaskan dalam 12 UUD 1945. Konsep keadaan darurat dalam 

pasal 12 UUD 1945 sangat berbeda dengan konsep darurat dalam pasal 22 UUD 1945. 

Kegentingan yang memaksa tidaklah selalu merujuk pada keadaan bahaya (dangerous threat). 

Frasa kegentingan yang memaksa dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang ditafsirkan oleh 

presiden bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan pengaturan akan tetapi tidak 

dimungkinkan untuk melakukan proses legislasi biasa karena adanya keterbatasan waktu 

sehingga dibentuklah perppu untuk mengatasi hal tersebut. 

Adapun mengenai pembentukan perppu di Indonesia juga masih terus menjadi 

pembahasan yang penting karena besarnya kekuasaan presiden dalam membuat peraturan 

tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu. Walaupun pada akhirnya perppu tersebut harus 

diajukan ke DPR untuk disetujui menjadi undang-undang, akan tetapi DPR hanya bisa 

memberikan pernyataan diterima atau ditolak terkait perppu yang diajukan presiden tanpa bisa 

merevisi sebagian atau seluruh ketentuan dalam perppu. Sehingga, dalam menentukan apakah 

sebuah perppu telah sesuai dengan syarat hal kegentingan yang memaksa sangat bergantung 

pada subjektivitas presiden dalam memandang kegentingan yang memaksa. Lebih lanjut, 

walaupun perppu bisa diujikan ke Mahkamah Konstitusi, akan tetapi hingga saat ini belum ada 

perppu yang telah diujikan oleh Mahkamah Konstitusi hingga pada pokok perkara terkait 

dengan penafsiran presiden mengenai hal kegentingan yang memaksa sebagai syarat 

penerbitan perppu. Sehingga, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki 

kewenangan untuk menguji perppu harus menyediakan mekanisme pengujian perppu di 



 

43 
 

Mahkamah Konstitusi terkait dengan penafsiran hal ihwal kegentingan yang memaksa oleh 

presiden yang seharusnya berbeda dengan pengujian undang-undang biasa. Selain itu, 

berdasarkan permasalahan mengenai keberadaan perppu yang ketika diajukan ke DPR, DPR 

hanya bisa menyatakan menerima atau menolak perppu perlu untuk dikaji kembali mengenai 

ketentuan tersebut. Perlu adanya penguatan fungsi DPR sebagai salah satu proses mekanisme 

check and balances antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif. Hal ini berdasarkan 

pada pembahasan mengenai belum adanya mekanisme  pengujian perppu yang berbeda dengan 

pengujian undang-undang biasa serta terkait dengan konsep kegentingan yang memaksa 

sebagai salah satu keadaan darurat yang sangat berbeda dengan keadaan bahaya dimana dalam 

keadaan bahaya, tindakan yang diambil oleh presiden bebas dari pengujian di Pengadilan.   

Lebih lanjut, dalam Perppu No.2 Tahun 2020, kegentingan yang memaksa tersebut 

dapat dilihat dari pertimbangan faktor kekosongan hukum dan persoalan kekosongan jabatan 

kepala daerah. Kegentingan yang memaksa dalam perppu ini berfokus pada bagaimana agar 

pilkada 2020 tetap dapat dilaksanakan dengan diterbitkannya Perppu No.2 Tahun 2020. 

Sehingga, kekosongan hukum yang dimaksud dalam perppu ini dapat dimaknai sebagai tidak 

adanya ketentuan yang mengatur penundaan pelaksanaan pilkada secara nasional yang apabila 

ditunda akan berdampak pada terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah dan rencana 

pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024. 

Padahal, UU No. 10 Tahun 2016 sudah mengatur mengenai mekanisme atas hal 

tersebut yaitu melalui mekanisme PJ untuk kekosongan jabatan kepala daerah pada 2022 dan 

2023 yang bisa dijadikan langkah antisipasi dan jalan keluar atas situasi tersebut. Walaupun 

dalam pengaturan UU No.10 Tahun 2016 tidak mengatur mengenai pengisian kekosongan 

jabatan Pilkada 2020, akan tetapi adanya pengaturan terkait dengan pengisian jabatan pada 

Pilkada 2022 dan 2023 bisa dijadikan acuan untuk melakukan revisi terbatas undang-undang 

tersebut atau lebih jauh bisa diatur langsung dalam Perppu No.2 Tahun 2020. 
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Lampiran 
 

Daftar Pertanyaan kepada Fritz Edward Siregar S.H., LL.M., Ph.D, Anggota Bawaslu 

RI 

1. Pada 21 September 2020, Komisi II DPR, Bawaslu dan DKPP menyepakati pelaksanaan 

pilkada pada Desember. Apa pertimbangan utama, khususnya Bawaslu terkait dengan hal 

tersebut? Mengingat banyak pihak yang menolak pelaksanaan pilkada pada Desember 2020. 

2. Dari penjelasan terkait pertanyaan pertama, bagaimana dengan mekanisme pengisian 

kekosongan jabatan pada Pilkada 2022 dan 2023? 

3. Kenapa mekanisme pengisian kekosongan jabatan melalui PJ tidak digunakan untuk 

penundaan pelaksanaan pilkada 2020? 

4. Terdapat 16 daerah yang melakukan permohonan pemungutan suara ulang ke Mahkamah 

Konstitusi pada 2020 dan merupakan permohonan yang terbanyak sejak 2015. Faktor apa saja 

yang mempengaruhi hal tersebut? Seperti apa tanggapan bapak mengenai hal tersebut? 

5. Apa tantangan terbesar Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada dalam pelaksanaan pilkada 

2020? 

Daftar Pertanyaan kepada Bivitri Susanti, S.H., LL.M. Pengajar Sekolah Tinggi Hukum 

Indonesia Jentera 

1. Menurut Mba, seperti apa hal ihwal kegentingan yang memaksa yang digunakan presiden 

sebagai dasar penerbitan perppu dari masa ke masa? Bisa diceritakan sejarah dan 

perkembangannya sejauh ini? 

2. Mahkamah Konstitusi telah memberikan panduan akan syarat-syarat untuk penerbitan 

perppu terkait dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Apakah ada contoh negara lain 

yang memiliki ketentuan semacam perppu dan lembaga khusus yang secara pasti memberikan 

batasan mengenai tafsir hal ihwal kegentingan yang memaksa 

3. Bagaimana menurut Mba terkait dengan perppu No.2 Tahun 2020 yang mengatur tentang 

penundaan pelaksanaan pilkada ke Desember 2020? Apakah hal tersebut termasuk intervensi 

kepada KPU? Apakah ada kaitannya dengan independensi KPU terkait dengan penentuan 

waktu tersebut? 
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4. Secara konsep dan kelembagaan, apakah Mahkamah Konstitusi bisa langsung menentukan 

dalam putusannya terkait dengan batasan atas penafsiran hal ihwal kegentingan yang 

memaksa? 

5. Bagaimana pendapat Mba terkait dengan panduan untuk penafsiran hal ihwal kegentingan 

yang memaksa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi? Seperti apa penerapannya berdasarkan 

putusan-putusannya dalam pengujian perppu di Indonesia? 

6. Bagaimana pendapat Mba terkait dengan pengaturan waktu yang spesifik dalam Perppu No.2 

Tahun 2020 dan kaitannya dengan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pilkada? 

 

 

 

 

 

 


